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JASA KONSTRUKSI

Diagram Hubungan Antar Bab
BAB I: Ketentuan Umum Pemahaman Definisi Istilah

BAB II: Asas dan Tujuan Landasan dan Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Tanggung jawab dan
BAB IlI: Tanggung Jawab dan Kewenangan Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, dan
Pemda Kabupaten/Kota

e Struktur usaha Jasa Konstruksi,

* Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan

* Usaha,Bentuk dan Kualifikasi

e Usaha,Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

e Persyaratan Uiatra .las? fonstruksi

« Tanda Daftar Usaha perseorangan dan Izin Usaha
* Sertifikat Badan Usaha

Tanda Daftar Pengalaman

* Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha
perseorangan Jasa Konstruksi Asing
Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi
Pengembangan Usaha Berkelanjutan

BAB IV: Usaha Jasa Konstruksi

— T —
— RIS —
— R —
— D ——

Penjelasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Jasa
Konstruk dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan
Bangunan.

e Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi

* Pemilihan Penyedia Jasa

Kontrak Kerja Konstruksi

Penyedia Jasa dan Sub-penyedia Jasa dalam
pengelolaan Jasa Konstruksi

Pembiayaan Jasa Konstruksi

Perjanjian Penyediaan Bangunan

BAB V: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Undang - Undan

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan; Penjelasan, Penilaian Ahli, Jangka
Waktu, dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

No. 2 Tahun 2017 BAB VI: Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,
dan Keberlanjutan Konstruksi

o Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
s Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi
« Sertifikasi Kompetensi Kerja
BAB VII: Tenaga Kerja Konstruksi * Registrasi Pengalaman Profesional
* Upah Tenaga Kerja Konstruksi
« Tenaga Kerja Konstruksi Asing
* Tanggung Jawab Profesi
« Penyelenggaraan Pembinaan
e Pendanaan Penyelenggaraan pembinaan dan sub-
BAB VIII: Pembinaan urusan
e Pelaporan
e Pengawasan
BAB IX: Sistem Informasi Jasa Konstruksi sistem informatika jasa konstruksi
BAB X: Partisipasi Masyarakat partisipasi masyarakat
BAB XI: Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa
BAB XlI: Sanksi Administratif Sanksi administratif
Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan
BAB XIII: Ketentuan Peralihan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi
BAB XIV: Ketentuan Penutup Pemberlakuan Peraturan
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BAB | : KETENTUAN UMUM

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab |

e Jasa Konstruksi

e Konsultansi Konstruksi

e Pekerjaan Konstruksi

* Usaha Penyediaan Bangunan
e Pengguna Jasa

* Penyedia Jasa

e Sub-Penyedia Jasa

Ketentuan Pemahaman Definisi Istilah
Umum (Pasal 1)

e Kontrak Kerja Konstruksi

e Standard 4K

* Kegagalan Bangunan

« Sertifikat Badan Usaha

* Sertifikasi Kompetensi Kerja

* Tanda Daftar Usaha Perseorangan
e |zin Usaha

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab |

Definisi mengenai Jasa Konstruksi, Konsultansi Konstruksi,
Pekerjaan Konstruksi, Usaha Penyediaan Bangunan, Pengguna
Jasa, Penyedia Jasa, Sub-penyedia Jasa, Kontrak Kerja Konstruksi,
Standar 4K, Kegagalan Bangunan, Sertifikat Badan Usaha,
Sertifikasi Kompetensi Kerja, Tanda Daftar Usaha perseorangan,
Izin Usaha

Pasal 1
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BAB Il : ASAS DAN TUJUAN

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab |l

Kejujuran dan keadilan
manfaat

kesetaraan

keserasian

keseimbangan
profesionalitas

kemandirian

keterbukaan

kemitraan

keamanan dan keselamatan
kebebasan

pembangunan beerkelanjutan
wawasan lingkungan

Landasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Pasal 2)

e o o o 0 o 0 0 0 0 0 0 o

Asas dan Tujuan

e Memberikan arah pertumbuhan
dan perkembangan Jasa Konstruksi

e Mewujudkan ketertiban
penyelenggaraan Jasa Konstruksi

* Mewujudkan peningkatan
partisipasi masyarakat di bidang
Jasa Konstruksi

e Menata sistem Jasa Konstruksi

* Menjamin tata kelola
penyelenggaraan Jasa Konstruksi
yang baik

* Menciptakan integrasi nilai
tambaah dari seluruh tahapan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Pasal 3)

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab Il

Pasal 2 Landasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 3 Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
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BAB Il : TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab Il

Rincian Tanggung Jawab

Pemerintah Pusat

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
(Pasal 4) dilaksanakan oleh Menteri,

berkoordinasi dengan menteri

teknis terkait

* Rincian Kewenangan Pemerintah
Pusat untuk mencapai tanggung
jawab Pemerintah Pusat

* Rincian Kewenangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat
untuk mencapai tanggung jawab
Pemerintah Pusat

Kewenangan Pemerintah Pusat
(Pasal 5-6)

Tanggung Jawab
dan Kewenangan

* Rincian Kewenagan Pemerintah
Daerah Provinsi pada sub-urusan
Jasa Konstruksi

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
(Pasal 7)

* Rincian Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota pada sub-
urusan Jasa Konstruksi
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dapat
melibatkan masyarakat Jasa

Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
(Pasal 8-10)

Konstruksi
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab llI

Pasal 4 Tanggung jawab Pemerintah Pusat

Pasal 5-6 Kewenangan Pemerintah Pusat

Pasal 7 Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 8-10 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
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BAB IV : USAHA JASA KONSTRUKSI

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab IV

Struktur usaha Jasa Konstruksi
(Pasal 11)

Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha
(Pasal 12-18)

Bentuk dan Kualifikasi Usaha
(Pasal 19-20)

Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi
(Pasal 21-25)

Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi
(Pasal 26) .

Usaha Jasa Kosntruksi

Tanda Daftar Usaha perseorangan dan Izin
Usaha
(Pasal 27-29)

Sertifikat Badan Usaha
(GERELE))

Tanda Daftar Pengalaman
(Pasal 31)

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha
perseorangan Hasa Konstruksi Asing .
(Pasal 32-35)

Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi
(Pasal 36)

Pengembangan Usaha Berkelanjutan
(GERELEY))

Jensi, sifat klasifikasi, layanan usaha
Bentuk dan kualifikasi usaha

Konsultasi Konstruksi
Pekerjaan Konstruksi
Pekeraan Konstruksi terintegrasi

Klasifikasi
Sifat
Layanan

Usaha Jasa Konstruksi berbenturk
usaha orang perseoirangan atau
bandan usaha, baik bebrbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum

Kualifikasi Usaha
Pentakapn Kualifikasi

Berdasarkan risiko

Pemerintah dapat membuat kebijakan
khusus

Diatur dalam peraturan pemerintah

Pemberi layanan konstruksi wahib
memiliki tanda daftar usaha

Yang akan memberikan layanan
konstruksi wahib memiliki izin usaha.

Tanda usaha diberikan oleh Pemerintah
Daerah

izin usaha diberikan oleh Pemerintah
Daerah

Persyaratan badan usaha konstruksi

Kanroe Perwakilan

Izin usaha
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Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IV

Pasal 11 Struktur usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12-18 Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 19-20 Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Pasal 21-25 Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Pasal 26 Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 27-29 Tanda Daftar Usaha perseorangan dan Izin Usaha

Pasal 30 Sertifikat Badan Usaha

Pasal 31 Tanda Daftar Pengalaman

Pasal 32-35 Badan Usgha.Jasa Konstruksi Asing dan Usaha perseorangan Jasa
Konstruksi Asing

Pasal 36 Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 37 Pengembangan Usaha Berkelanjutan
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BAB V : PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab V

Penjeleasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
Jasa Konstruk dan penyelenggaraan Usaha Terdiri dari Penyekenggara usaha dan
Penyediaan Bangunan. penyediaan bangunan
(GERELET))

Pihak dalam peningkatan Jasa Konstruksi
Pengguna Jasa
Peningkatan hubungan kerja.

Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi.
(Pasal 39-40)

Pemilihan Penyedia Jasa
(Pasal 41-45)

Pemilihan penyedia jasa dan tender

Penyelenggaraan Jasa Kontrak Kerja Konstruksi
Konstruksi (Pasal 46-51)

Penyedia Jasa dan Sub-penyedia Jasa dalam
pengelolaan Jasa Konstruksi
(Pasal 52-54)

Pembiayaanjasa Kostruksi e Kontrak kerja konstruksi
* Penyediaan jasa

(Pasal 55-57) e Jaminan

Perjanjian Penyediaan Bangunan
(Pasal 58)

« Pihak dan penyedia jasa.

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab V

Penjelasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Jasa Konstruk dan

Pasal 38 .
penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.

Pasal 39-40 Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi

Pasal 41-45 Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 46-51 Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 52-54 Penyedia .Jasa dan Sub-penyedia Jasa dalam pengelolaan Jasa
Konstruksi

Pasal 55-57 Pembiayaan Jasa Konstruksi

Pasal 58 Perjanjian Penyediaan Bangunan
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BAB VI : KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN
KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VI

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, o Stamdar 4K
dan Keberlanjutan e Perencanaan
(Pasal 59) ¢ Standar mutu

* Bertanggung jawab atas kegagalan

Penjelasan Kegagalan Bangunan
Keamanan jel gagal g Bertangs.
Kesela matan, (Pasal 60) « ditetapklan oleh penilai ahli

Kesehatan, dan

e Klasifikasi penilai ahli

Keberla njutan Penilai Ahli pada Kegagalan Bangunan o Tugas Penilai Ahli
Konstru kSI (Pasal 61-64) * Penyedia jasai wajib memperbaiki

* Diatur dalam PerMen

Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban o Jangka Waktu
Kegagalan Bangunan o Pihak pengguna jasa.
(Pasal 65-67) e Ganti Kerugian

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab VI

Pasal 59 Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
Pasal 60 Penjelasan Kegagalan Bangunan

Pasal 61-64 Penilai Ahli pada Kegagalan Bangunan

Pasal 65-67 Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

10
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BAB VII : TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VII
Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi : ?:k':i:'[au e
(Pasal 68) e ahli

Tenaga Kerja Konstruksi

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi
(GEREICE))

Pelatihan Tenaga Kerja
Standar Kompetensi

Waijib memiliki Setifikat kompetensi
Diperoleh melaluii Uji Kompetensi
Diresgristrasi oleh mentri

Sertifikasi Kompetensi Kerja
(Pasal 70-71)

Akredstasi kompetensi
Lembaga serifikasi

Jenis Layanan Profesional
nilai peklerjaan

tahun pelaksanaan
nama pengguna jasa

Registrasi Pengalaman Profesional
(Pasal 72)

Upah Tenaka Kerja Konstruksi
(Pasal 73)

Kontrak kerja konstruksi

Jabatan tertentu sesuai perundang
undangan

Surat sertifikasi menurut hukum
negaranya.

Tenaga Kerja Konstruksi Asing
(Pasal 74) .

Tanggung Jawab Profesi
(Pasal 75)

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab VI

Pasal 68 Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
Pasal 69 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 70-71 Sertifikasi Kompetensi Kerja

Pasal 72 Registrasi Pengalaman Profesional

Pasal 73 Upah Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 74 Tenaga Kerja Konstruksi Asing

Pasal 75 Tanggung Jawab Profesi

11
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BAB VIl

Pembinaan

: PEMBINAAN

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VII

Penyelanggaraan Pembinaan
(Pasal 76-77)

Pendanaan Penyelenggaraan Pembinaan
dan sub urusan
(Pasal 78)

Pelaporan
(Pasal 79)

Pengawasan
(pasal 80-82)

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab VI

Penetapan Kebijakan
Penyellenggaraan Kebijakan
Pemantauan dan evaluasi

Kejasama dengan pemerintah daerah
dukungan gubernur

Didanai APBN
Didanai APBD

e Gubernur melaporkan dengan

ketentuan perundang undangan
Bupati

e tertub jasa

tertib perizinan
tertib pemanfaatan

Pasal 76-77 Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 78 Pendanaan Penyelenggaraan pembinaan dan sub-urusan
Pasal 79 Pelaporan

Pasal 80-82 Pengawasan

12
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BAB IX : SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VII

e Akurat dan Terintergrasi

Benruk data dan informasi
(Pasal 83 ayat 1,4-5)

Dikelola Pemerintah Pusat

Tanggung Jawab dilakukan oleh

) . Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kaitan
Sistem Informasi Jasa (Pasal 83 ayat 2-3) pusat dan pemerintah oaerah

Konstruksi

Tugas Pembinaan dilakukan Pemerintah

Tugas Layanan dilakukan masyarakat jasa
konstruksi.

Ketentuan lebih lanjut di Peraturan Menteri
(Pasal 83 ayat 6)

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab VI

pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

Pasal 83 Sistem Informasi Jasa Konstruksi

13
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BAB X : PARTISIPASI MASYARAKAT

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VII

Penyelenggaraan sebagian Kewenangan
Pemerintah Pusat
(Pasal 84 ayat 1 & 2)

Unsur Pengurus Lembaga
(Pasal 84 ayat 3-6)

Pembiayaan Penyelenggaraan Kewenangan

Partisipasi Masyarakat (Pasal 84 ayat 7-9)

Cara Masyarakat berpartisipasi dalam
pengawasan penyelengaraan Jasa Konstruksi
(Pasal 85 ayat 1-4)

Pengaduan Masyarakat
(Pasal 86 ayat 1-3)

Objek Partisipasi Masyarakat
(Pasal 87)

* Penyelenggaraann sebagian kewenagnan
Pemerintah Pusat mengikutsertakan masyarakat
Jasa Konstruksi melalui satu lembaga yang
dibentuk oleh Menteri

Unsur Pengurus Lembaga dapat diusulkan dari:

* asosiasi perusahaan yang terakreditasi

« asosiasi profesi yang terakreditasi

* institusi pengguna Jasa Konstruksi yang
memenubhi kriteria

e Perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi
kriteria

* asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang
terakreditasi

e Pengurus lembaga ditetapkan oleh Menteri
setelah mendapatkan persetujuan dari DPR

Persyaratan Asosiasi yang terakreditasi:

e Jumlah & sebaran anggota

* pemberdayaan kepada anggota

* pemilihan pengurus secara demokratis

* sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah

* pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

« Penyelenggaraan sebagian kewenangan oleh
lembaga dibiayai dengan APBN dan/atau sumber
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

* Biaya yang diperoleh dari masyarakat merupakan
penerimaan negara bukan pajak

* Mengakses informasi dan keterangan terkait
dengan kegiatan konstruksi

* Melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya
mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi
terhadap dampak yang ditimbulkan kegiatan Jasa
Konstruksi

* Membentuk asosiasi profesi dan asosisasi badan
usaha di bidang Jasa Konstruksi

* Memberikan masukan kepata Pemerintah Pusat
dan/atau Pemda dalam perumusan kebijakan Jasa
Konstruksi

* Proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan
tidak mengganggu atau menghentikan proses
penyelenggaraan Jasa Konstruksi

e Proses pemeriksaan hukum hanya dapat
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari
lembaga negara yang berwenang untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara

« dikecualikan apabila terjadi hilangnya nyawa
seseorang dan/atau tertangkap tangan melakukan
tindak pidana korupsi

e Masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa
Konstruksi

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab VI

Pasal 84

Penyelenggaraan sebagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Unsur
Pengurus Lembaga, Pembiayaan Penyelenggaraan Kewenangan

Pasal 85 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Cara Masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan

Pasal 86 Pengaduan Masyarakat

Pasal 87 Objek Partisipasi Masyarakat

BAB Xl : PENYELESAIAN SENGKETA

14
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Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VII

* Musyawarah berdasarkan peraturan
pemerintah

Cara Penyelesaian
(pasal 88 ayat 1-3 & 7)

* Sesuai Kontrak

Penyelesaian Sengketa o Meidias

Tahap
(Pasal 88 ayat 4-5)

* Konsiliasi

* Arbitrase

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XI

Pasal 88 Penyelesaian Sengketa

15
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BAB Xl : SANKSI ADMINISTRATIF

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VII

Tidak memiliki tanda daftar, tidak memenuhi kewajiban, tidak bersetifikat Jasa
Konstruksi asing perseorangan atau usaha orang Jasa Konstruksi
Pasal 89-92

Setiap Pengguna Jasa tidak memperhatikan standat dan menggunakan Penyedia
Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui
tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.

Pasal 93-94

Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama,
tidak memenuhi atau melanggar 4K, tidak memenuhi kewajiiban

Pasal 95-96 & 98

Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan
kewajiban
Pasal 97

Sanksi Administratif

Setiap Penyedia Jasa, Penggunan Jasa dan Tenaga Kerja Konstruksi tidak
memiliki sertifikat Kompetensi Kerja
Pasal 99

Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban
Pasal 100

Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing tidak memiliki izin,tidak
registrasi dan tidak melaksanakan kewajiban
Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut di Peraturan Menteri
Pasal 102

16
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Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XI|

Tidak memiliki tanda daftar, tidak memenuhi kewajiban, tidak
Pasal 89-92 bersertifikat Jasa Konstruksi asing perseorangan atau usaha orang
Jasa Konstruksi

Setiap Pengguna Jasa tidak memperhatikan standar dan
menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan
untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau
pengadaan secara elektronik.

Pasal 93-94

Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian
Pasal 95-96 & 98 pekerjaan utama , tidak memenuhi atau melanggar 4K, tidak
memenuhi kewajiban

Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak

Pasal 97 menjalankan kewajiban

Pasal 99 Setiap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Tenaga Kerja
Konstruksi tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja

Pasal 100 Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban

Pasal 101 Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing tidak memiliki

izin,tidak registrasi dan tidak melaksanakan kewajiban

Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut di Peraturan Menteri
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Ikhtisar:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
JASA KONSTRUKSI

BAB Xl : KETENTUAN PERALIHAN
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VI

* Lembaga yang dibentuk
berdasarkan peraturan
pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun

1999 tetap menjalankan tugas
sertifikasi dan registrasi badan
usaha dan tenaga kerja konstruksi
sampai dengan terbentuknya
lembaga sebagaimana dimaksud
dalam UU No. 2 Tahun 2017

Ketentuan Ketentuan Peralihan
Peralihan (Pasal 103)

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XIII

Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
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Ikhtisar:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
JASA KONSTRUKSI

BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab XIV

e Semua Peraturan perundang-
undangan yang merupakan
Peraturan perlaksanaan dari UU
No.18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan
ketentuan UU No.2 Tahun 2017

¢ UU No. 18 Tahun 1999 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku

Pemberlakuan Peraturan

Ketentuan Penutup (Pasal 104-106)

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XIV

Pasal 104-106 Pemberlakuan Peraturan
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